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Abstraksi

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalass
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintzhan Daerab, babhwa
pemberntan  otonoru kepada  daerabh  Kabupaten/Kota  didasarkan  atas  asas
desentralisast datam wuiud otonomi yang luas, nvata dan becanggung jawab.
Pemberian kewenangan atas dasar asas desentrshisast tersebut, maka semua bidang
pemenintahan yang diserabkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan oionomt
pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemernintah dacsah kabupaten
dan kota sepenuhnys, bakk yvang menvangkut penentuan kebijakan, perencanasn,
pelaksanazan, pengawasan, pengendalian dan evaluast,

Akan tetapl pola hubungan antara Kabupaten Jombang dengan Pemerintah
Pusat adalah bersifat Instrukif, vang artinya adalah pola hubungan di mana peranan
Pemerintah Pusat dominan dalam bidang keuangan disbandimg peranan Pemerintah
Daecrah. Apabila dilthat dar tingkat kemandinian Kabupaten Jombang tergolong
rendah sekali, vaitu dengan timgkat rasic 16,75 %, begitu juga bila digunakan
indikator derajat desentrabisasy fiskalnva, dapat dikatakan masih rendah. Hal i
dibukitkan dengan rendahinya kontribus PAD dalam penenmaan daerah, vartu rata-
rata sebesar 17,3 % per tehun, demikian pula dengan rata-rats kontribusi Bag: Hasil
Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) sebesar 11,1 % per tahun.

Kondist dan permasalahan vang ditemun dalam pengeiolaan keuangan dan
pendapatan  daerah  pads masimg-masing  daerah  adalab ddak sama, karena
menyangkit tersedianva sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber
vang ada. Saat im kemampuan keuangan beberapa Pemerintah Dagrah masih sangat
tergantung pada penenmaan vang berasal dan pemernintah pusat, seperti halnva
Kabupaten lombang, dalam memenuly penerimaannya masth belum dapat lepas dan
perap pemerintah pusat.
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